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PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dituangkan dalam :

Target Rencana
Kinerja TAHUNAN 

Target Rencana
Kinerja BULANAN

Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)

Target SKP yang dipecah
menjadi target bulanan



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) 
PERIODE OKTOBER S.D. DESEMBER 2O25

SKP disusun dan ditetapkan
paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak PPPK mulai
bekerja.

SKP diarsipkan oleh masing-
masing PPPK dan
disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Kepegawaian pada
Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah
masing-masing.

Penetapan SKP Arsip SKP

Hasil kerja utama adalah hasil
kerja yang mencerminkan
tingkat prioritas tinggi.
Sedangkan hasil kerja
tambahan adalah hasil kerja
yang mencerminkan tingkat
prioritas rendah.

Hasil Kerja



TARGET RENCANA KINERJA

Sosialisasi PPPK

1 - 10  Oktober 2025 H+1 Pasca Sosialiasi15 - 17 Oktober 2025

Penetapan SKP

Target rencana kinerja
bulanan disusun dan
disetujui serta di tanda
tangani oleh atasan
langsung selambat-
lambatnya tanggal 
 10 Oktober 2025

Target rencana kinerja
bulanan dimaksud diinput
ke dalam sistem
informasi TPP oleh PPPK
yang bersangkutan
paling lambat satu hari
setelah mengikuti
sosialisasi

Atasan Langsung wajib
melakukan validasi target
rencana kinerja bulanan
pada sistem informasi
TPP paling lambat satu
hari setelah mengikuti
sosialisasi

Validasi Target



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor  magna aliqua enim.

TAHAPAN PERENCANAAN KINERJA

Pembuatan dan
penandatanganan SKP

dibuat pada periode
(1 - 10 Oktober 2025)

SKP Renkin Input Renkin

Catatan :
Penanggalan tanda tangan pengesahan dokumen SKP dapat
dibuat pada tanggal hari kerja bulan Oktober 2025.

Pembuatan dan
penandatanganan Target

Rencana Kinerja dibuat pada
periode

(1 - 10 Oktober 2025)

Penginputan Target Rencana
Kinerja, Realisasi Bulanan, dan
Validasi Bulanan pada Sistem
eTPP

Penginputan realisasi renkin :
       Maks. tgl 5 bulan berikutnya

Validasi Renkin :
       Maks. Tgl 8 bulan berikutnya



Evaluasi Kinerja Periodik

Evaluasi kinerja periodik
merupakan penilaian
Atasan Langsung atas
realisasi rencana kinerja
dan penilaian perilaku
PPPK yang dilaksanakan
setiap bulan.

Pendekatan
Evaluasi kinerja
periodik dinilai
menggunakan
pendekatan 
 kuantitatif.

1.PPPK Input Realisasi Renkin
Maks. Tgl 5 

2.PPPK menyampaikan realisasi
bukti dukung u/ pertimbangan
atasan

3.  Bukti dukung diarsipkan oleh
masing-masing PPPK

4.Atasan Langusng melakukan
validasi/memberikan
penilaian Maks. Tgl 8 

5.Penilaian dilakukan sesuai
pedoman

Definisi Tahapan Sanksi
Atasan Langsung yang
tidak melaksanakan
validasi realisasi 
 rencana kinerja
dikenakan sanksi sesuai
Peraturan Gubernur DKI 
 Jakarta No. 33 Tahun
2022 



20%

30%

PENGINPUTAN & VALIDASI
REALISASI RENCANA KINERJA

Batas Waktu Input Batas Waktu Validasi

1.PPPK melakukan penginputan
realisasi rencana kinerja setiap
bulannya ke dalam sistem informasi
TPP 

2.Paling lambat tanggal 5 pada bulan
berikutnya, sesuai dengan bukti
dukung yang diarsipkan oleh
masing- masing PPPK, antara lain:
dokumen laporan, surat, berkas
dan/atau foto.

1.Atasan Langsung wajib melakukan
validasi realisasi rencana kinerja dan
berkoordinasi dengan PPPK setiap
bulan di dalam sistem informasi TPP

2.Paling lambat tanggal 8 pada bulan
berikutnya



20%
PPPK melakukan penginputan aktivitas kerja harian setiap harinya
ke dalam sistem informasi TPP

30%

PENGINPUTAN & VALIDASI
REALISASI RENCANA KINERJA

Batas Waktu Input

Bagaimana Jika
Pegawai Lupa
Input Realisasi

Renkin?

Capaian Kinerja = 100 %

Realisasi Target Rencana Kinerja Aktivitas

Ingat, tidak ada toleransi untuk melakukan input
realisasi rencana kinerja susulan

Atasan Langsung wajib melakukan validasi aktivitas kerja harian dan
berkoordinasi dengan PPPK setiap harinyadi dalam sistem
informasi TPP 

Aktivitas diinput paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya,
sesuai dengan bukti dukung yang diarsipkan oleh masing-masing
PPPK

Validasi aktivitas paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.



CAPAIAN RENCANA KINERJA
Capaian rencana kinerja dihitung  dengan cara memperoleh rata-rata
dan capaian masing-masing target  kegiatan tugas jabatan.



WAKTU EFEKTIVITAS KERJA

Aktivitas kerja harian merupakan akumulasi aktivitas kerja
harian untuk mencapai target rencana kinerja berdasarkan
waktu efektif kerja.

Waktu efektif kerja untuk jangka waktu 1 (satu) bulan paling
sedikit 300 (tiga ratus) menit per hari.

Definisi

Waktu Efektif

1.  Mengikuti pendidikan dan pelatihan
2.  Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
3.Menjalani cuti tahunan (PPPK Non Guru), atau
4.Menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja

Pengecualian Pengurangan Batas Waktu Maksimal
Menit Per Hari



PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN

Pejabat Pengelola Kepagawaian bertanggung jawab atas pengaturan jadwal
kerja/ shift dan pemberian keterangan ketidakhadiran PPPK dalam sistem
absensi pegawai

Pejabat Pengelola kepagawaian atau operator setiap bulannya wajib melakukan
pengaturan jadwal kerja/ shift dan pemberian keterangan ketidakhadiran PPPK
dalam sistem absensi pegawai paling lambat pada tanggal 8 bulan berikutnya

Masing-masing PPPK memantau laporan kehadiran dan keterangan
ketidakhadiran melalui sistem absensi pegawai paling lambat pada tanggal 8
bulan berikutnya

Batas Waktu



jika capaian waktu efektif lebih kecil dari batas maksimal  waktu
efektif, nilai aktivitas kerja merupakan capaian waktu
efektif/jumlah waktu efektif bulan tersebut; dan

jika capaian waktu efektif lebih besar atau sama dengan  batas
maksimal waktu efektif, nilai aktivitas kerja merupakan  batas
maksimal waktu efektif/jumlah waktu efektif bulan  tersebut.

Penghitungan capaian aktivitas harian dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:



KETENTUAN PENGHITUNGAN BATAS MAKSIMAL WAKTU EFEKTIF

Terhadap
PPPK :

Cuti Persalinan Pertama, Kedua
dan Ketiga sejak menjadi PPPK

Terlambat/Pulang Cepat Izin Satu Hari

Alpa Cuti Sakit dengan 
Surat Dokter

Cuti Sakit Rawat Inap 
di Rumah Sakit

PPPK yang menjalani cuti persalinan
pertama, kedua dan ketiga sejak
menjadi PPPK diberikan apresiasi
berupa batas maksimal waktu
efektif dikurangi sebesar 150
(seratus lima puluh) menit per hari,
dan capaian waktu efektif ditambah
150 (seratus lima puluh) menit per
hari;

PPPK yang terlambat tiba
dan/atau pulang lebih cepat dan
di kantor/tempat kerja, batas
maksimal waktu efektif dikurangi
sebesar jumlah menit
keterlambatan tiba dan/atau
kepulangan lebih cepat; dan

PPPK yang izin satu hari,
batas maksimal waktu efektif
dikurangi sebesar 300 (tiga
ratus) menit per izin.

PPPK yang alpa, batas maksimal
waktu efektif dikurangi sebesar
600 (enam ratus) menit per hari.

PPPK yang cuti sakit dengan surat
dokter batas maksimal waktu
efektif dikurangi sebesar 240
(dua ratus empat puluh) menit
per hari, dan capaian waktu
efektif ditambah 60 (enam puluh)
menit per hari;

PPPK yang cuti sakit karena
menjalani rawat inap di rumah
sakit, batas maksimal waktu
efektif dikurangi sebesar 150
(seratus lima puluh) menit per
hari, dan capaian waktu efektif
ditambah 150 (seratus lima
puluh) menit per hari;



Penghentian pemberian TPP kepada PPPK dilaksanakan secara proporsional
dengan tetap memberikan besaran TPP yang menjadi hak PPPK berdasarkan

perhitungan jumlah hari yang bersangkutan  melaksanakan tugas. 

PPPK YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

PPPK yang berstatus
tersangka dan/atau
ditahan oleh pihak

aparat penegak
hukum.

PPPK yang sakit atau
cuti sakit lebih dari 30

(tiga puluh) hari
berturut-turut, kecuali

cuti sakit karena
kecelakaan kerja.



PENYEBAB CAPAIAN RENCANA KINERJA TIDAK
MENCAPAI SERATUS PERSEN

Capaian indikator
rencana kinerja
tidak tercapai

Realisasi
rencana kinerja

ditolak
oleh Atasan

Langsung

Terjadi kelalaian
(tidak melakukan

penginputan target
kinerja dan/atau
realisasi rencana

kinerja)

Atasan Langsung
lalai melakukan

validasi sebagian
atau seluruh

realisasi rencana
kinerja



PENYEBAB CAPAIAN AKTIVITAS KERJA TIDAK
MENCAPAI SERATUS PERSEN

Kelalaian PPPK
yang tidak
melakukan

penginputan
aktivitas kerja

harian

Aktivitas kerja
harian ditolak
oleh Atasan

Langsung

Atasan Langsung
lalai melakukan

validasi sebagian
atau seluruh

aktivitas kerja
harian

Pejabat Pengelola
Kepegawaian pada

masing-masing Perangkat
Daerah/ Unit Kerja pada
Perangkat Daerah lalai

dalam memberikan
keterangan

ketidakhadiran

Ketidakhadiran atau
keterlambatan tiba

dan/atau kepulangan
lebih cepat dari

kantor/tempat tugas
PPPK



Dalam hal batas waktu validasi realisasi rencana kinerja dan aktivitas  
kerja harian terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan selama  
telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

VALIDASI REALISASI RENCANA KINERJA
DAN AKTIVITAS KERJA SUSULAN

1. Terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi kepegawaian
yang mengakibatkan validasi realisasi rencana kinerja dan
aktivitas  kerja harian tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau

2.Atasan langsung:

tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi
rencana kinerja;
tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja
harian; atau

Batas Waktu Validasi

TPP atasan langsung dipotong 5%



PEMANTAUAN RENCANA
KINERJA DAN REKAPITULASI
ABSENSI
Atasan langsung wajib melakukan pemantauan
terhadap rencana kinerja serta rekapitulasi
absensi pegawai sesuai kewenangannya sampai
batas waktu berakhirnya periode klarifikasi
absensi.

PPPK wajib memantau absensi serta capaian
rencana kinerja dan absensi melalui sistem
informasi eTPP secara berkala pada saat atasan
memberikan validasi rencana kinerja dan
penilaian perilaku.

PPPK wajib melapor kepada atasan jika dirasa
terdapat ketidaksesuaian capaian kinerja
dengan nilai validasi atasan.



INPUT KETERANGAN
KETIDAKHADIRAN/JAM KERJA SUSULAN

Dalam hal batas waktu input keterangan ketidakhadiran dan/atau  
penginputan jam kerja khusus terlampaui, dapat dilakukan  
penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja  
khusus susulan,selama telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi absensi
pegawai yang mengakibatkan penginputan keterangan
ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus tidak dapat
dilaksanakantepat waktu; atau 

2.Pejabat Pengelola Kepegawaian Ialai dengan tidak  melalaikan
penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau  input jam kerja
khusus.

TPP pejabat pengelola kepegawaian dipotong 5%



PEMBAYARAN KEKURANGAN DAN
PENGEMBALIAN TPP

Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP dilakukan
apabila terjadi :

1. Terjadi kegagalan/gangguan sistem informasi TPP;
2.Bencana atau keadaan di luar kemampuan manusia;
3.Kesalahan yang dilakukan oleh Atasan Langsung yaitu:

tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi rencana
kinerja;
terjadi kesalahan pemberian nilai validasi realisasi rencana  kinerja;
tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja  
harian;atau
terjadi kesalahan pemberian nilai validasi aktivitas kerja harian.

4. Pejabat pengelola Kepegawaian tidak memberikan keterangan
ketidakhadiran dan/atau melewati batas waktu penginputan shift jam
kerja khusus.



Melampirkan Surat Pernyataan Lalai dari
Atasan Langsung PPPK dan atau Pejabat
Pengelola Kepegawaian

ALUR PERMOHONAN VALIDASI SUSULAN
Pelaksanaan validasi realisasi rencana kinerja dan aktivitas kerja harian atau penginputan keterangan
ketidakhadiran dan atau input jam kerja khusus susulan dilakukan dengan ketentuan:
Kepala UKPD Bersurat ke Suku Dinas/Badan

Melampirkan rekap Surat Pernyataan Lalai
dari Atasan Langsung PPPK dan atau

Pejabat Pengelola Kepegawaian dengan
tembusan Kepala BKD

Suku Dinas/Badan bersurat ke Dinas/Badan

Validasi atau input keterangan ketidakhadiran
dan/atau input jam kerja khusus susulan kepada
Kepala BKD

Kepala Perangkat Daerah
mengajukan surat permohonan

Paling lambat hari kerja terakhir pada bulan
dilakukannya validasi

Surat permohonan dan surat pernyataan
diterima oleh BKD

Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi BKD

Pelaksanaan validasi atau penginputan
keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam

kerja khusus susulam tersebut difasilitasi oleh



CONTOH KASUS
Pada tanggal 5 November 2024, Raihan dan Fabian melakukan pengecekan capaian
kinerja di bulan Oktober di dalam aplikasi eTPP. Mereka menyadari bahwa capaiannya
tidak 100% pada bulan tersebut, yang ternyata akibat atasan tidak memvalidasi realisasi
kinerja. Mereka telah mengisi realisasi secera keseluruhan

Kinerja bulan Oktober
TPP dibayar di bulan November

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

5 November
Batas akhir  input
realisasi renkin &

aktivitas

8 November
Batas akhir validasi realisasi

renkin & aktivitas

Surat dari Kepala Perangkat Daerah &
Surat pernyataan lalai dari Kepala
Sekolah dan atau Pejabat Pengelola
Kepegawaian di terima BKD

BATAS AKHIR 30 November



CONTOH ALUR PERMOHONAN VALIDASI SUSULAN

Sekolah

Sekolah

Sekolah

Sekolah

Kasus 1 & 2

Kasus 1,2,3

Kasus 1

Kasus 2

Suku Dinas

Dinas Pendidikan

Badan Kepegawaian Daerah

(Tembusan)

Suku Dinas



CONTOH ALUR PERMOHONAN VALIDASI SUSULAN

Melampirkan surat pernyataan Lalai dari
Kepsek dan/atau Pejabat Pebelola
Kepegawaian

Kepala Sekolah besurat ke Suku Dinas
Melampirkan rekap Surat Pernyataan Lalai
Kepsek dan atau Pejabat Pengelola
Kepegawaian

Kepala Dinas bersurat ke BKD

Melampirkan rekap Surat
Pernyataan Lalai Kepsek dan/atau
Pejabat Pengelola Kepegawaian

Suku Dinas bersurat ke Dinas

BKD memproses
Dieksekusi Pusdatin BKD



EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Evaluasi kinerja tahunan merupakan penilaian Atasan Langsung atas
akumulasi realisasi rencana kinerja dan penilaian perilaku PPPK.

Rumus penghitungan penilaian
rencana kinerja tahunan:

nilai rencana kinerja bulanan

12

nilai perilaku kerja bulanan

12

Rumus penghitungan penilaian
perilaku kerja tahunan:



12

EVALUASI KINERJA TAHUNAN SESUAI KEPGUB 512
TH 2022

Hasil konversi penilaian rencana kinerja dan Perilaku Kerja menjadi hasil evaluasi
kinerja tahunan yang dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:



Penilaian rencana kinerja dan Perilaku Kerja dikonversi ke dalam
kategori sebagai berikut:

PPPK diperpanjang
hubungan kerjanya apabila
berdasarkan evaluasi kinerja
paling rendah mendapat
predikat “BAIK” untuk setiap
tahun penilaian 

EVALUASI KINERJA TAHUNAN SESUAI KEPGUB 512
TH 2022



FORMAT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI(SKP) PPPK (BAGIAN 1)



FORMAT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI(SKP) PPPK (BAGIAN 2)



FORMAT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI(SKP) PPPK (BAGIAN 3)



CONTOH EKSPEKTASI TERHADAP PERILAKU
KERJA



FORMAT RENCANA KINERJA PPPK BULANAN 



PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU PPPK 
Rumus Capaian Penilaian Perilaku
Setiap bulan :

*) Keterangan:
Diatas Ekspektasi apabila Pegawai
secara konsisten menjalankan nilai
dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi
penjaga penerapan nilai dasar ASN di
dalam atau di luar unit kerjanya
Sesuai Ekspektasi apabila Pegawai
secara konsisten menjalankan nilai
dasar ASN untuk diri sendiri
Dibawah Ekspektasi apabila Pegawai
belum secara konsisten menjalankan
nilai dasar ASN



FORMAT EVALUASI KINERJA PERIODIK PPPK



FORMAT HASIL EVALUASI KINERJA TAHUNAN
PEGAWAI (BAGIAN 1) 



FORMAT HASIL EVALUASI KINERJA TAHUNAN
PEGAWAI (BAGIAN 2) 



FORMAT HASIL EVALUASI KINERJA TAHUNAN
PEGAWAI (BAGIAN 3) 



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

For Your Attention
THANK YOU


